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ABSTRACT 

The need for healthy, safe, legal and sustainable fishery products continues to grow from time 
to time. This has made several countries apply fishery product certificates issued by an official 
institution that is recognized internationally, such as the MSC eco-label. As a result, if Indonesian 
fishery products will be exported to countries that enforce certification, the requirements must be 
met. This study aims to analyze the level of gap (gap analysis) and suitability of the application of the 
MSC Chain of Custody Standard for yellowfin tuna fishery products and examine the various 
inhibiting factors. Data collection was carried out at PPN Sibolga as one of the centers for tuna 
fisheries in North Sumatra. Data were taken through surveys and Focus Group Discussions (FGD) 
with industries and the management of PPN Sibolga. Subsequently, qualitative descriptive analysis, 
gap analysis, and conformity level analysis were carried out. The results showed that the level of 
conformity and gaps in the application of traceability according to the MSC regulations at PPN 
Sibolga nearly meets the standard. The factors inhibiting the application of traceability include 
underage workers; absence of FIP and catch CoC certificates; as well as the absence of a good 
harvest strategy and data collection system for tuna fishery. 

Keywords:  MSC CoC, Sibolga, traceability, yellow fin tuna. 

ABSTRAK 

Kebutuhan produk perikanan yang sehat, aman, legal, serta berkelanjutan, terus berkembang dari 
waktu ke waktu. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan adanya sertifikat produk perikanan yang 
dikeluarkan suatu lembaga resmi yang diakui secara internasional seperti ekolabel MSC. Akibatnya, 
apabila produk perikanan dari Indonesia akan diekspor ke negara yang memberlakukan sertifikasi, maka 
syarat sertifikasi harus dapat dipenuhi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesenjangan (gap 
analysis) dan kesesuaian penerapan MSC Chain of Custody Standard bagi produk perikanan tuna sirip 
kuning serta mengkaji berbagai faktor penghambatnya. Pengambilan data dilakukan di PPN Sibolga 
sebagai salah satu pusat perikanan tuna yang cukup aktif di Sumatera Utara. Data diambil melalui survei 
dan Focus Group Discussion (FGD) dengan industri dan pengelola PPN Sibolga. Selanjutnya, dilakukan 
analisis deskriptif kualitatif, analisis kesenjangan, dan analisis tingkat kesesuaian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dan kesenjangan penerapan traceability menurut regulasi MSC di 
PPN Sibolga masih tergolong dalam kategori hampir sesuai dengan standar. Adapun faktor penghambat 
penerapan traceability antara lain, pada nelayan, masih ditemukannya pekerja di bawah umur; pada UPI, 
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belum memiliki FIP dan sertifikat CoC tangkapan; serta pada pemerintah, belum memiliki harvest strategy 
dan  sistem pendataan ikan tuna yang baik. 

Kata kunci: MSC CoC, Sibolga, keterlusuran, tuna sirip kuning. 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan produk perikanan yang sehat, 
aman, legal, dan berkelanjutan dari waktu ke 
waktu terus meningkat (Bostrom et al. 2015). 
Konsumen semakin sadar dan peduli akan 
kejelasan produk perikanan yang dikon-
sumsinya. Semakin meningkatnya kesadaran 
konsumen akan kejelasan produk perikanan, 
tergambar pada beberapa negara yang sudah 
menerapkan prinsip traceability untuk setiap 
produk tangkap dan budidaya (Tompodung et al. 
2016). Hal ini membuat negara tujuan ekspor 
mensyaratkan adanya sertifikat yang 
dikeluarkan suatu lembaga. Tuntutan negara 
pengimpor akan informasi asal ikan dari 
praproduksi, pengolahan, distribusi hingga 
diterima konsumen tidak dapat terelakkan. 
Sehingga penerapan traceability adalah suatu 
kewajiban bagi suatu negara atau eksportir. 
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian 
dalam penerapan traceability adalah ikan tuna 
sirip kuning (madidihang/ Thunnus albacares) 
(Dwiyitno 2009). Salah satu standar yang 
digunakan oleh negara-negara tersebut adalah 
Marine Stewardship Council (MSC). Ekolabel 
MSC adalah sebuah label pengakuan terhadap 
produk perikanan yang memenuhi kriteria tata 
cara pengelolaan secara keberlanjutan dan 
secara baik (Febrianik et al. 2017; Gardas et al. 
2019; Harahap dan Wisudari. 2020). Ekolabel 
menentukan tata cara pengelolaan perikanan 
secara baik atas dasar kriteria yang telah 
ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan 
pemanfaatan sumber daya perikanan dan 
ekosistem laut (Hasibuan et al. 2021; 
Hermansyah 2017). 

Ikan tuna sirip kuning merupakan salah 
satu komoditas perikanan yang unggul dan 
memiliki nilai ekonomis tinggi dalam program 
industrialisasi perikanan (Sholeh 2018; Samiaji 
2020; Putra 2020). Setiap tahun, pengiriman 
tuna ke luar negeri mengalami peningkatan 
selama Januari hingga Oktober 2018, dengan 
jumlah ekspor tuna sebanyak 34,74% dari nilai 
ekspor atau senilai USD 429,41 juta (KKP 2018). 
Selain itu, volume ekspor ikan tuna mencapai 
195,76 ribu ton pada tahun 2020 atau naik 6,32 
persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 
184,13 ribu ton. Kontribusi komoditas tersebut 
sebesar 15,5% dari total volume ekspor hasil 
perikanan Indonesia. Hal ini menjadikan 

Indonesia berada pada peringkat ke enam 
dunia dalam kegiatan ekspor tuna setelah 
Thailand, Tiongkok, Spanyol, Ekuador, dan 
Taiwan. Walaupun demikian, dalam kegiatan 
ekspor tuna ke USA dan Uni Eropa sering 
mengalami penolakan. Seperti di muat dalam 
Kumparan.com (2020), data US Food and 
Drug Administration (FDA) per Desember 
2020, terdapat 97 kasus penolakan ekspor 
perikanan dari Indonesia. Tuna merupakan 
salah satu produk yang mendominasi kasus 
penolakan tersebut. Data Asosiasi Tuna 
Indonesia (ASTUIN) yang diolah dari data 
Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (US 
FDA) menyebutkan 72% kasus itu meru-
pakan penolakan terhadap tuna, dikarenakan 
terdapat standar yang baik diterapkan oleh 
negara-negara tersebut dengan menerapkan 
sistem traceability pada produk yang masuk 
ke negaranya (Rizkina et al. 2022; Riyadi et 
al. 2007; Resnia et al. 2015). 

Traceability merupakan bagian utama 
rantai pasok produk dan berperan sebagai 
sistem untuk menelusuri riwayat produk 
melalui pendokumentasian (Ingrid et al. 
2014). Traceability merupakan daya untuk 
mengakses informasi seluruh siklus produk 
dengan mengidentifikasi yang tercatat (Olsen 
dan Borit 2013). Implementasi traceability 
tidak hanya untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan, namun mengenai informasi 
tambahan kualitas produk untuk mening-
katkan loyalitas konsumen dan pasar (Aiello 
et al. 2015). Negara-negara maju mayoritas 
telah menerapkan sistem traceability. 
Pentingnya penerapan traceability ini diper-
kuat dengan dikeluarkannya Permen tentang 
sistem ketelusuran dan logistik ikan nasional 
(PERMEN KP No 29/2021). Selain regulasi 
tersebut, terdapat regulasi internasional yang 
menjadi standar dalam menilai mutu hasil 
tangkapan yaitu MSC (Putra dan 
Labasaryani 2020; Putritamara et al. 2021; 
Prasatia et al. 2020).  

Keberadaan PPN Sibolga bertujuan 
membantu perusahaan pengolahan yang 
ada di sekitaran Sibolga terkait dengan 
pendaratan ikan, pendataan hasil tangkapan 
dan ekspor (Ariani et al. 2020). Pemilihan 
PPN Siboga sebagai tempat riset ini 
dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu 
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memiliki aktivitas pendaratan ikan yang cukup 
sibuk, serta banyaknya industri perikanan 
khususnya pengolahan ikan yang bermukim di 
sekitaran PPN Sibolga. Berdasarkan Laporan 
Statistik PPN Sibolga Tahun 2019, produksi 
mencapai 29.332,15 ton dan didominasi oleh 
tuna dan cakalang. Ikan tuna merupakan salah 
satu produk yang diekspor dalam bentuk tuna 
loin dan tuna beku oleh beberapa perusahaan 
pengolahan yang berdomisili di Sibolga, salah 
satunya adalah CV. Horizon Group Sibolga. 
Walaupun demikian, ekspor yang dilakukan oleh 
perusahaan masih hanya mencapai skala Asia. 
Pasar Eropa dan USA, masih belum terlaksana 
dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya 
peraturan yang telah ditetapkan oleh Eropa dan 
USA, salah satunya adalah konsep traceability 
pada produknya, yaitu  menggunakan standar 
MSC.  Sementara itu di Indonesia sendiri, MSC 
masih belum diterapkan secara maksimal. 
Terkait hal tersebut, perlu dilakukan kajian 
mengenai sistem traceability pada produk 
perikanan tuna sirip kuning yang di daratkan di 
PPN Sibolga untuk diperoleh solusi dalam 
pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam 
meningkatkan perekonomian masyarakat 
nelayan, dengan mengacu pada standar MSC. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
tingkat kesenjangan dan kesesuaian traceability 
perikanan tuna sirip kuning di Sibolga, dan 
mengkaji berbagai faktor penghambat 
penerapan traceability.  

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) 
tempat berbeda yaitu Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Sibolga, PT. Agung 
Sumatera Samudera Abadi (ASSA) Sibolga 
dan CV. Horizon Group Sibolga (Gambar 1). 
Waktu pelaksanaannya dimulai dari bulan 
Desember 2021 sampai dengan Mei 2022. 
Jenis data yang digunakan disajikan pada 
Tabel 2.  Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yaitu metode survei 
(pengamatan langsung) di lapangan (Tabel 
2). Jenis sertifikasi MSC yang dijadikan 
sebagai pedoman atau standar dalam 
mendapatkan ekolabeling adalah MSC Chain 
of Custody Standard (CoC). Berikut 
merupakan standar MSC CoC yang dijadikan 
landasan dalam penilaian, terdapat 5 (lima) 
prinsip di antaranya: 1) Produk bersertifikat 
dibeli dari pemasok bersertifikat; 2) Produk 
bersertifikat dapat diidentifikasi; 3) Produk 
bersertifikat tersegregrasi; 4) Produk 
bersertifikat dapat dilacak dan volumenya 
tercatat; 5) Organisasi memiliki sistem 
manajemen. Selain 5 (lima) prinsip yang 
wajib dipenuhi, dalam memperoleh ekolabel 
MSC CoC terdapat 5 (lima) standar kriteria 
yang wajib dipenuhi juga, yaitu 1) kriteria 
armada penangkapan; 2) kriteria data 
penangkapan; 3) kriteria data transhipment, 
pendaratan dan pengolahan; 4) kriteria 
lisensi dan sertifikasi; dan 5) kriteria informasi 
produk. Tujuan kedua adalah menemukan 
faktor-faktor penghambat penerapan 
traceability di PPN Sibolga dan Industri 
melalui suplly chain. Faktor-faktor tersebut 
diketahui melalui observasi langsung 
terhadap kegiatan suplly chain perikanan 
tuna dan wawancara dengan nelayan 
(nakhoda kapal tuna) dan industri 
pengolahan perikanan tuna. 

 

Gambar 1 Peta Lokasi penelitian 
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Data yang diperoleh dianalisis menurut 
tujuan yang ingin dicapai, dimana pada tujuan 
pertama menggunakan analisis kesenjangan 
(gap analysis) dan analisis kesesuaian. Analisis 
gap bertujuan menilai seberapa besar 
kesenjangan antara implementasi traceability di 
PPN Sibolga saat ini dengan standar peraturan 
negara tujuan ekspor yaitu MSC. Menurut Palan 
(2007) dalam Pratiwi et al. (2021) gap dihitung 
berdasarkan rumus sebagai berikut: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝐺𝑎𝑝) = 𝑌 − 𝑋 ...... (1) 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 =
�̅�𝑋

�̅�𝑌
× 100% ........... (2) 

dengan: 
Y = Implementasi standar peraturan yang 

ditetapkan 
X = Implementasi di lapangan 

Setelah diperoleh nilai tingkat 
kesesuaian, maka dilakukan pengambilan 
keputusan untuk mengetahui tingkat 
kesenjangan. 

Sementara capaian tujuan kedua, 
analisis dilakukan dengan menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yaitu dari hasil 
pengamatan terhadap faktor-faktor 
penghambat terlaksananya traceability, 
kemudian digambarkan dan dideskripsikan 
secara detail faktornya. Menurut Linarwati et 
al. (2016) analisis deskriptif merupakan suatu 
bentuk penelitian yang dilakukan untuk 
mendiskripsikan peristiwa-peristiwa yang 
nyata atau terjadi saat ini. 

Tabel 1 Nilai standar penetapan tingkat kesesuaian 

Skala Keterangan 

0% - 34% Sangat tidak sesuai standar 

35% - 50% Tidak sesuai standar 

51% - 65% Kurang sesuai dengan standar 

66% - 80% Hampir sesuai dengan standar 

81% - 100% Sesuai dengan standar 

Sumber: Pratiwi et al. (2021) 

Tabel 2 Jenis data dan cara pengumpulannya 

Tujuan Penelitian Jenis Data Cara Pengumpulan Analisis Data 

Menganalisis tingkat 

kesenjangan dan 

kesesuaian 

traceability perikanan 

tuna sirip kuning di 

Sibolga 

• Metode 

penangkapan tuna 

• Penanganan di 

atas kapal 

• Pendaratan di PPN 

• Pengangkutan 

Hasil Tangkapan 

• Pengolahan Hasil 

Tangkapan 

• Distribusi Hasil 

Tangkapan 

• Wawancara 

• Observasi langsung 

• Analisis 

kesenjangan 

(gap 

analysis)  

• Analisis 

kesesuaian. 

Mengkaji berbagai 

faktor penghambat 

penerapan 

traceability 

• Penangkapan tuna 

• Penanganan di 

atas kapal 

• Pendaratan di PPN 

• Pengangkutan 

Hasil Tangkapan 

• Pengolahan Hasil 

Tangkapan 

• Distribusi Hasil 

Tangkapan 

• Wawancara 

• Observasi langsung 

• Deskriptif 

kualitatif 
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HASIL 

Struktur Supply Chain Perikanan Tuna 
Sirip Kuning di PPN Sibolga 

Traceability dan supply chain berkaitan 
dengan keamanan menjaga kualitas suatu 
produk. Seluruh proses suatu produk dari hulu 
ke hilir diintregasikan pada sistem supply 
chain. Traceability sebagai kemampuan 
mengiden-tifikasi dan memverifikasi setiap 
proses suatu produk di tahapan supply chain. 
Sistem supply chain yang ideal akan 
berpengaruh terhadap kualitas dan mutu 
produk tuna. Menurut Dai et al. (2015), 
kegiatan supply chain dalam traceability 
berperan penting untuk mengelola kemanan 
suatu produk. 

Aktor supply chain perikanan tuna sirip 
kuning di PPN Sibolga terdiri dari nelayan dan 
industri pengolahan perikanan tuna, dimana 
nelayan berperan sebagai produsen utama, 
adapun industri pengolahan perikanan tuna 
sebagai anggota primer. Supply chain 
perikanan tuna sirip kuning di PPN Sibolga dari 
kapal didistribusikan ke industri pengolahan 
perikanan tuna tanpa adanya pengepul. 
Supply chain tunggal melibatkan pelabuhan 
sebagai fasilitator dan pengawas kegiatan, 
nelayan sebagai produsen utama dan industri 
pengolahan berperan sebagai anggota utama 
(Gambar 2). Menurut Namdar et al. (2017), 
supply chain sederhana terdiri dari pemasok 
dan pembeli. Pengkategorian sistem supply 
chain tunggal di PPN Sibolga dikarenakan 
sebagian besar kapal penangkap tuna di PPN 
Sibolga merupakan milik industri pengolahan 
perikanan tuna sehingga seluruh hasil 
tangkapan kapal langsung menjadi milik 
industri pengolahan. Alur supply chain produk 
tuna di PPN Sibolga, dimulai dari tuna segar, 
tuna beku maupun tuna loin dengan skala 
lokal, nasional dan ekspor. Sebelum dilakukan 
pembongkaran, nakhoda wajib melaporkan 
kepada pengawas untuk pengecekan 
dokumen. Ketika dokumen telah sesuai maka 
dilakukan pembongkaran ikan dari dalam 
palka kapal. Setelah dilakukan pembongkaran, 
hasil tangkapan diangkut industri pengolahan 
perikanan tuna menggu-nakan mobil pick up, 
becak motor, maupun kendaraan 
berpendingin.  Pada Gambar 2 disajikan alur 
supply chain produk tuna dari kapal hingga 
ekspor. 

Tingkat Kesenjangan dan Kesesuaian 
Traceability Berdasarkan Standar MSC 

Ekolabel MSC adalah sebuah 
pengakuan terhadap produk yang telah 

dikelola dengan baik dan memenuhi kriteria 
proses kelestarian lingkungan (Chhikara et al. 
2018; Dharmawati et al. 2020). Ekolabel 
menentukan tata cara pengelolaan perikanan 
yang baik berdasarkan kriteria yang ditetapkan 
untuk pemanfaatan stok ikan dan ekosistem 
yang ada di laut (Sainsbury 2010). Ekolabeling 
merupakan prakarsa dari masyarakat 
internasional untuk memastikan berfung-sinya 
sumber daya alam secara optimal tanpa 
mengurangi arti keberlanjutan (Choe et al. 
2009). Pada penelitian, dilihat bagaimana 
kesiapan dan penerapan PPN Sibolga dan 
industri pengolahan perikanan yang ada di 
daerah Sibolga dalam pelaksanaan dan upaya 
adopsi ekolabeling MSC pada produknya. 

Pada MSC, sebelum diperoleh 
ekolabeling, terdapat beberapa syarat yang 
harus dipenuhi baik dari pihak pemerintah, 
industri maupun nelayan. Dalam penelitian 
yang dilakukan di PPN Sibolga dan industri 
pengolahan, berikut merupakan hasil yang 
diperoleh terkait traceability perikanan tuna 
sirip kuning dengan melihat dan mem-
perhatikan standar MSC CoC sebagaimana 
disajikan pada Tabel 3. 

Hasil perhitungan kesesuaian 5 prinsip 
MSC CoC terkait dengan seberapa besar 
penanganan dan gap secara keseluruhan 
prinsip standar yang wajib dipenuhi untuk 
memperoleh sertifikasi atau ekolabeling MSC 
CoC oleh industri pengolahan, pene-rapannya 
masih belum dilaksanakan atau diterapkan, 
dimana nilai kesesuaiannya pada masing-
masing prinsip masih 0%, artinya sangat tidak 
sesuai dengan standar. 

Selanjutnya, pada Tabel 4 disajikan 
hasil perhitungan kesenjangan dan 
kesesuaian kriteria MSC CoC. Hasil 
perhitungan atau analisis pada kriteria armada 
penangkapan diperoleh nilai penanganan 
mencapai 2,55 atau 63,75%, artinya dapat 
dikatakan bahwa pada kriteria ini, tingkat 
penanganan yang dilaksanakan oleh pihak 
PPN Sibolga dan industri pengolahan masuk 
kategori masih kurang sesuai dengan standar. 
Hal ini dapat terjadi, dikarenakan masih 
terdapat kriteria yang belum dipenuhi dengan 
baik atau tingkat kesenjangan dan 
kesesuaiannya masih belum mencapai 
standar, dimana terdapat 4 kriteria dari 11 
kriteria yang implementasinya di pelabuhan 
dan industri belum dilaksanakan. 

Hasil perhitungan dan analisis yang 
ditampilkan terkait dengan kriteria data 
penangkapan, diperoleh bahwa nilai 
implementasi atau penanganan di PPN dan 
industri mencapai 3,33 atau 83,25% tingkat 
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kesesuaiannya. Pada kriteria ini dapat 
disimpulkan bahwa tingkat implementasi 
traceability perikanan tuna sirip kuning di PPN 
Sibolga dan industri pengolahan masuk 
katergori sesuai dengan standar atau 
peraturan yang ada yaitu MSC. Ini dapat dilihat 
dari 6 kriteria standar pada kriteria data 
penangkapan hanya terdapat 1 kriteria yang 
belum terpenuhi dengan baik atau sesuai 
standar.  

Hasil penilaian kriteria data 
transhipmen, pendaratan dan pengolahan 
yang ditampilkan di atas, menunjukkan bahwa 
masih terdapat kesenjangan pada 
implementasinya, dimana nilai penanganan 
mencapai 2,67 atau tingkat kesesuaiannya 
mencapai 66,75%, sehingga berdasarkan 
standar yang ada dapat disimpulkan bahwa 
pada kriteria ini masuk dalam kategori hampir 
sesuai dengan standar MSC. Tingkat 
kesesuaian pada katergori ini masih lebih baik 
dibandingkan dengan kategori armada 
penangkapan, namun jika dibandingkan 
dengan kategori data penangkapan, masih 
rendah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada 
kriteria ini dari 6 kriteria standar yang wajib 
dipenuhi, masih terdapat 2 kriteria yang 
dipenuhi dengan baik atau sesuai dengan 
standar yang ada.  

Hasil penilaian kriteria sertifikasi dan 
lisensi yang ditampilkan menunjukkan bahwa 
nilai penerapan atau penanganan di PPN dan 
industri pengolahan mencapai 2,29 atau 
tingkat penerapannya 57,25%, artinya bahwa 
pada kriteria sertifikasi dan lisensi tingkat 
implementasinya masuk dalam kategori 
kurang sesuai dengan standar. Hal ini dapat 
terjadi dikarenakan masih terdapat 3 kriteria 

standar dari 7 kriteria yang wajib dipenuhi 
dalam standar MSC. Ketiga kriteria tersebut 
diantaranya sertifikat CoC tangkapan yang 
belum dimiliki oleh pihak industri, serta masih 
terdapat pekerja di bawah umur yang 
dipekerjakan, sehingga dapat menimbulkan 
terjadinya human welfare and safety.  

Hasil penilaian kriteria informasi produk 
yang ditampilkan, menunjukkan bahwa nilai 
penerapan atau penanganan di PPN dan 
industri pengolahan sudah maksimal yaitu 
mencapai 4 atau tingkat penerapannya 100%. 
Artinya bahwa pada kriteria informasi produk 
tingkat implementasinya masuk dalam kategori 
sesuai dengan standar. Hal ini dapat terjadi 
dikarenakan semua kriteria standar yang ada 
sudah terpenuhi implementasinya dan sesuai 
standar MSC. 

Secara keseluruhan kriteria standar 
yang wajib dipenuhi untuk memperoleh 
sertifikasi atau ekolabeling MSC CoC oleh 
industri pengolahan, penerapannya mencapai 
2,97 atau tingkat implementasinya sudah 
74,20%. Artinya bahwa implementasi di PPN 
Sibolga dan industri pengolahan yang ada 
masuk dalam kategori hampir sesuai dengan 
standar. Walaupun demikian, masih terdapat 
tiga kriteria yang belum dipenuhi secara 
lengkap sehingga dapat menghambat 
perusahaan pengolahan atau industri untuk 
mendapatkan sertifikasi MSC. Seperti halnya 
ditampilkan pada Tabel 3, yaitu kriteria armada 
penangkapan, kriteria data transhipmen, 
pendaratan, dan pengolahan, serta kriteria 
sertifikasi dan lisensi, berturut-turut nilainya 
63,75%, 66,75% dan 57,25%.

 
Gambar 2 Bagan alur supply chain tuna Sibolga



Fuah et al.  – Analisis Tingkat Kesesuaian dan Kesenjangan Penerapan ….. 71 

 

 

Faktor Penghambat Penerapan 
Traceability 

Dalam penerapan atau implementasi 
traceability perikanan tuna sirip kuning di PPN 
Sibolga dan industri pengolahan, terdapat 
beberapa faktor yang dapat menghambat 
penerapannya. Seperti halnya di jelaskan dan 
ditampilkan pada Tabel 5, bahwa terdapat tiga 
faktor penghambat dan titik permasalahannya. 
Detailnya dapat dilihat pada tabel tersebut.  

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 di atas, 
terkait dengan faktor penghambat dan 
permasalahan yang didapatkan serta dianalisis, 
terdapat tiga titik permasalahan dalam 
penerapannya diantaranya pada nelayan, UPI 
dan pemerintah. Pada nelayan, 
permasalahannya masih terdapat pekerja di 
bawah umur. Hal ini dapat mengakibatkan 

terjadinya sistem perbudakan (human 
welfare) karena pekerja masih ada yang di 
bawah umur. Kondisi ini tidak sesuai dengan 
standar MSC CoC. Permasalahan ini dapat 
terjadi karena banyaknya masyarakat yang 
pendidikannya rendah, khususnya yang di 
bawah umur, sehingga tidak ada banyak 
pilihan dalam bekerja selain menjadi nelayan. 
Sementara titik permasalahan pada UPI 
dikarenakan setiap perusahaan yang ada di 
Sibolga, masih belum memiliki FIP dan tidak 
memiliki sertifikat CoC tangkapan, sehingga 
tidak sesuai dengan standar MSC. Hal ini 
dapat terjadi karena perusahaan masih 
belum memiliki dan menerapkan program 
FIP. Selanjutnya pada titik permasalahan 
pemerintah sendiri (pemerintah daerah), 
masih belum terdapat harvest strategy 
terhadap ikan tuna, sehingga pengelolaan 
tuna itu sendiri belum berjalan dengan baik. 

Tabel 3 Hasil perhitungan kesenjangan dan kesesuaian prinsip MSC CoC 

No Prinsip MSC CoC 
Nilai 

Penanganan 
Nilai 

Standar 
Gap 

Kesesuaian 
(%) 

1. Produk bersertifikat dibeli dari 
pemasok bersertifikat 

0 4 4 0% 

2. Produk bersertifikat dapat 
diidentifikasi 

0 4 4 0% 

3. Produk bersertifikat 
tersegregrasi 

0 4 4 0% 

4. Produk bersertifikat dapat 
dilacak dan volumenya tercatat 

0 4 4 0% 

5. Organisasi memiliki sistem 
manajemen 

0 4 4 0% 

Tabel 4 Hasil perhitungan kesenjangan dan kesesuaian kriteria MSC CoC 

No Kriteria 
Nilai 

Penanganan 

Nilai 

Standar 
Gap 

Kesesuaian 

(%) 

1. Armada Penangkapan 2,55 4 1,45 63,75 

2. Data Penangkapan 3,33 4 0,67 83,25 

3. Data Transhipment, Pendaratan 

dan Pengolahan 
2,67 4 1,33 66,75 

4. Sertifikasi dan Lisensi 2,29 4 1,71 57,25 

5. Informasi Produk 4 4 0 100 

Rata-Rata 2,97  1,03 74,20 

Tabel 5 Uraian faktor penghambat dan permasalahan 

No Titik Permasalahan Permasalahan 

1. Nelayan 1. Bebas pekerja di bawah umur  
2. Pekerja tidak memperhatikan Standard Human 

Welfare and Safety 

2. Unit Pengolahan Ikan (UPI) 1. Tidak memiliki FIP (Fisheries Improvement Project)  
2. Sertifikasi CoC Tangkapan 

3. Pemerintah 1. Harvest Strategy  
2. Data stok ikan tuna sebagai spesies utama  
3. Data spesies sekunder, ETP, habitat dan ekosistem 
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PEMBAHASAN 

Standar Prinsip MSC dibuat dengan 
mensyaratkan bahwa perikanan harus 
dikelola berdasarkan asal dan tata cara 
pengeksploitasinya. Pencarian ketentuan 
prinsip MSC menjelaskan bahwa prinsip 
pertama dalam kegiatan penangkapan ikan 
harus disertai kepatuhan dan menghindari 
tindakan yang akan menyebabkan tangkap 
lebih dan penurunan populasi. Prinsip kedua 
menyangkut kegiatan yang memelihara 
struktur produktivitas, keanekaragaman dan 
fungsi ekosistem (termasuk habitat dan 
spesies). Prinsip ketiga menyatakan bahwa 
perikanan tunduk pada sistem pengelolaan 
yang efektif, mencakup hukum lokal, nasional 
dan internasional. Situasi ini membutuhkan 
manajemen SDI yang bertanggung jawab. 
Standar MSC untuk Pengelolaan Perikanan 
yang Bertanggung Jawab diimplementasikan 
secara bersama antara nelayan, perusahaan 
makanan laut, peneliti, kelompok konservasi, 
pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. 
Tujuannya adalah untuk mempromosikan 
praktik terbaik dalam perikanan laut melalui 
program sertifikasi dan pengemasan 
makanan lautnya (MSC 2016). Pengenalan 
MSC membutuhkan dukungan peraturan 
untuk membantu perusahaan mendapatkan 
ekolabel seperti yang dipersyaratkan oleh 
negara pembeli. 

Di Indonesia sendiri penerapatan 
tracebility pada produknya masih cukup minim 
atau sangat sedikit yang sudah terlacak 
dengan baik, contohnya di Aceh telah 
menerapkan dengan baik sistem traceability 
pada produk kopi Aceh Gayo. Kopi Gayo 
sudah memiliki label halal dan telah terdaftar 
di Sistem Informasi Produk Halal (SIHAL) 
Kementerian Agama. Selain itu, Kopi Gayo 
juga memiliki label geografis, yaitu "Gayo 
Arabica", yang mengidentifikasi kopi tersebut 
berasal dari wilayah Gayo di Aceh. Kopi Gayo 
telah melaksanakan sistem traceability 
dengan memantau proses produksi mulai dari 
penanaman, perawatan, pemanenan, hingga 
pengolahan. Sementara untuk produk 
perikanan, terdapat dua jenis spesies yang 
sudah menjalankan sistem traceability 
dengan baik, diantaranya adalah pada produk 
udang vanamei dari Lampung. Udang ini telah 
terdaftar di Sistem Resi Gudang (SRG) 
Kementerian Perdagangan, yang memantau 
stok udang dan memberikan label yang 
terpercaya pada setiap pengiriman. Selain itu, 
udang Vanamei dari Lampung juga telah 
mendapatkan sertifikasi Good Aquaculture 
Practice (GAP) dari Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. Adapun produk ikan tuna, 

beberapa sudah mendapatkan sertifikasi 
MSC yaitu produk tuna dari Kepulauan 
Maluku khususnya di Pulau Buru dimana 
proses sertifikasi MSC perikanan yellowfin 

tuna handline untuk 123 kapal, dengan mitra 

kerja Anova Food, LLC dan PT. Harta 
Samudra melalui MDPI. Semua proses 
keterlusuran pada produk tersebut berjalan 
dengan baik, dan sudah diterima di pasar 
Eropa dan USA.  

Prinsip-prinsip pengelolaan perikanan 
didasarkan pada Undang-Undang Perikanan 
yang mengatur pemanfaatan perikanan di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia 
secara optimal, lestari dan selaras. 
Pengelolaan perikanan di wilayah perairan 
meliputi kegiatan yang memanfaatkan 
sumber daya alam yang terkandung di 
dalamnya (Phillips et al. 2013). Manajemen 
berupa operasi, organisasi dan pemeliharaan 
pada hakekatnya berorientasi pada 
pencapaian kemakmuran (Siahaan 2009). 
Saat memanfaatkan perikanan yang harus 
diperhatikan adalah memastikan bahwa 
produk perikanan digunakan secara 
bertanggung jawab sesuai dengan prinsip 
kehati-hatian (Lay 2012). Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran akan 
keberlanjutan SDI yang produksinya 
mengalami penurunan di masyarakat global. 
Sertifikasi MSC adalah momen ketika 
masalah ekologi muncul di pasar. Keunggulan 
MSC Ecolabel adalah mendorong konsumen 
untuk memilih produk ikan yang telah diolah 
dengan cara ramah lingkungan (Martí et al. 
2014; Nicolae et al. 2017). Berdasarkan 
beberapa tinjauan literatur; Rahayu dan 
Wibisono (2016), Rahmawaty et al. (2014), 
Bush et al. (2013), Ramirez et al. (2012a), 
Bratt et al. (2011) dan Amstel et al. (2008), 
menemukan bahwa penggunaan eco-label di 
negara berkembang menghadapi beberapa 
kendala, yaitu: a) kredibilitas lembaga 
ekolabel; (b) aksesibilitas yang terlalu sulit 
(terutama bagi nelayan tradisional); c) biaya 
sertifikasi yang tinggi; d) kurangnya insentif 
bagi nelayan; e) struktur penangkapan ikan 
yang berbeda; f) dukungan dari pemangku 
kepentingan di masing-masing negara. 

Traceability merupakan kemampuan 
untuk mengakses informasi seluruh siklus 
produk dengan mengidentifikasi yang 
tercatat. Implementasi traceability tidak hanya 
untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan, namun mengenai informasi 
tambahan kualitas produk untuk 
meningkatkan loyalitas konsumen dan pasar 
(Ramirez et al. 2012b). Dalam penerapan 
traceability pastinya terdapat faktor-faktor 
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yang menjadi penghambatnya, baik itu faktor 
internal maupun eksternal (Suminto 2011; 
Soedrijanto et al. 2021; Soedrijanto et al. 
2019). Faktor-faktor tersebut dapat diamati 
dan diketahui melalui nelayan dan industri 
pengolahan, dimana kedua pihak tersebut 
memiliki peranan yang sangat penting dalam 
suksesnya penerapan traceability (Alfajri dan 
Wasiqi 2018; Alfansyur dan Maryani 2020). 

Nelayan bertanggung jawab terhadap 
kegiatan sebelum pengolahan dimulai dari 
penangkapan ikan, penanganan di atas kapal 
dan pengisian logbook sebagai media 
pelaporan hasil tangkapan. Sementara pihak 
industri pengolahan bertanggung jawab 
terhadap kegiatan pasca penangkapan ikan, 
dimulai dari pengangkutan ikan sampai ke 
ekspor. Perlu diketahuinya faktor-faktor 
penghambat traceability tersebut karena akan 
sangat membantu dalam suksesnya produk 
diterima oleh negara tujuan ekspor yang 
mewajibkan setiap produk memiliki standar 
yang baik (Masengi et al. 2018). Untuk 
mengatasi permasalahan yang menjadi faktor 
penghambat tersebut terdapat beberapa cara 
yang perlu dilakukan, diantaranya melakukan 
pengawasan lebih intensif lagi, kemudian 
melakukan sosialisasi terkait dengan 
pentingnya penanganan ikan yang baik, serta 
tindak tegas terhadap perusahaan atau 
nelayan yang melakukan pelanggaran 
(Pratiwi et al. 2021). 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian yaitu tingkat kesesuaian dan 
kesenjangan penerapan traceability menurut 
regulasi MSC di PPN Sibolga, statusnya 
masih tergolong dalam kategori hampir sesuai 
dengan standar. Adapun faktor penghambat 
penerapan traceability antara lain, pada 
nelayan dengan permasalahannya masih 
terdapat pekerja di bawah umur; pada UPI 
belum memiliki FIP dan sertifikat CoC 
tangkapan; serta pada pemerintah yaitu 
masih belum memiliki harvest strategy terkait 
ikan tuna dan pendataan ikan tuna yang 
belum baik. 

SARAN 

Perlunya koordinasi dan kerjasama 
antara pengelola pelabuhan, nelayan, dan 
industri pengolahan dalam menerapkan 
standar penanganan dan pendokumentasian 
sehingga tercipta aktivitas traceability dan 
hasil produk ekspor yang baik, serta perlu 

dilakukan monitoring dan pengawasan oleh 
pemerintah.  
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